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“Hidup Ini Terlalu Singkat Untuk Dinikmati
Hidup Ini Tidak Mungkin Disiasati
Kejar Apa Yang Diinginkan Hati
Sebelum Semuanya Jadi Mimpi

Jangan Sesali Jika Kita Mati”

(Garbo Jaya Wahyudi)

\Y%
Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato

Garbo Jaya Wahyudi



Skripsi

ADLN - Perpustakaan Unair

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah S.W.T. Karena atas segala rahmat dan karunia -
Nya, telah memberikan jalan, menyertai dan membimbing saya sehingga saya
telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih secara tulus
kepada pihak — pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini,
yaitu :

1. Ayahku I Wajan Nurdjaja Abadi dan Mamaku Musrifah yang aku sayangi,
terima kasih telah merawat dan membimbing saya, serta selalu
mendoakan, memberi saran dan dukungan moral dan materiil. Adik -
adikku Esti Dina Jaya dan Ratna Parma Jaya yang aku cintai terima kasih
telah mendoakan, membantu dan mendukung saya selama ini.

2. Ibu Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing dengan
kesabarannya dan segala bentuk bantuan, bimbingan, serta saran beliau
dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H. selaku dosen wali, terima kasih atas
bantuan dan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.

4. Ibu Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Ibu Mas Rahmah, S.H.,
M.H., Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H. Selaku tim dosen penguji

dalam skripsi ini.

vi
Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



ADLN - Perpustakaan Unair

5. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga yang banyak membatu saya meringankan beban
dalam penulisan skripsi ini.

6. Untuk semua dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama saya menuntut
ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

7. Kepada Ummi’, Tante Ifa, Om Rachman, Sofal dan Bila, Om Basri dan
Tante Ainin, Tante Ina dan Om Kholil dan seluruh keluarga penulis di
seluruh Indonesia Raya, terima kasih buat doa dan dukungannya.

8. Ayu Dinda Pilar Kharisma terima kasih buat inspirasi, doa dan
dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

9. Khusus buat pasangan suami-istri Bayu dan Sita di Mataram. Terima kasih
sudah mau memberikan waktu untuk memberikan petunjuk dalam
penulisan skripsi ini.

10. Terima kasih buat teman — temanku di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Wukir, Carolus, Arif “Camat”, Anton Sihombing, Irwan,
Anam, Salomo, Rudolf, Simon, Mario, Dito “lambe”, Eka “tuek”, Rona,
Oda, Okta, Richa, Aris “Pati”, Meta, Nova “gundul”, Son, Diaz, Ndaru,
Nyimas, Amir, Deva, Hendrik, Anto “rektor”, Dwi “jemblung”, Didit
“Bandeng”, Wedha, Herlambang, Nyoman dan Erling, Fagih dan Viki,
Incan, Inok, Vidi “chino”, Jansen, Klep, Nastiti Rahajeng, Natasha Regda,

Ela, Beth Laksmana, Denny “kecil” dan Rany Razia, Fara Diba beserta

o vii
Skripsi Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



ADLN - Perpustakaan Unair

anak dan Suami dan semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas
Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Teman — temanku di BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode
2005 — 2006 terima kasih, suatu kehormatan bisa bekerja bersama kalian
dan suatu pengalaman yang paling berharga buat saya.

12. Terima kasih kepada teman — teman di Inferno studio dan Inferno Body
Piercing, Wan Samir, Ngot, Ucup, Stephen, Andin, Peyok, Ferdi dan
sekaligus terima kasih buat Pak Topo dan para supir Lynn G pangkalan
Darmahusada.

13. Terima kasih buat teman- temanku di SMUN 9 Surabaya Alfan, Agus,
Beny, Nando, Karina, Citra, Neni, Pipit, Mas Ambon, Cak Malik, Bapak
Ciput, Bu Heru dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

14. Terima kasih buat teman — temanku, Mas Munir dan istri di Toxic Tattoo
Jogja, Mas Oni di Kill Cat Jogja, Mas Dewo, Bagus , Naomi, Mbak Indri,
di Hitam Skin Deepart Jogja, Ken —ken, Bagas dan Ari di Kent Tattoo
Bandung, Mas Robin di Ishkabible Jakarta, Jimmy Toge di Radjah
Surabaya, Angga di Kent Tattoo Surabaya,Om Herman di THR, Paul
Booth di Dark Tattoo New York, Fakir Musafar di Tradisional Piercing
California, dan Temanku tercantik Mirra di Jerman.

15. Bapak Daniwar Djalil selaku Sekda. Prov. Padang, Bapak Dahlan
Martinus di Pem.Kab. Mentawai, Pak Anton dan DR. H. Sudarsono, H,
M.A, S.H dari Dirjen KESBANG dan POL. di Jakarta, Ibu Dra.

Anggraeni di UGM Jogja, Ibu Dewi Lingga Sari dan Bapak Jacobus dari

viii
Skripsi Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



ADLN - Perpustakaan Unair

Pem.Kab. Asmat, Sujiwo Tejo dan Band, Sawung Jabo dan Gong Dolly
Gong Band, Mbak Titin Sek. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Mbak
Rini Sek. Meneteri Hukum dan HAM, saya ucapkan banyak terima kasih
telah mendukung acara Seminar Nasional Hak Cipta Tato Mentawai dan
Seni Ukir Patung Asmat.

16. Temen — temenku di Gazebo Fakultas Hukum Universitas Airlangga Lek
Rudy, Ugi, Atha’, Jabar Ali Akbar, Andine Natalia, Cindy Wastu, Indah
Putri Manurung, Siska, Ruly, Inggrid dan Mas Beni, Mas Koplo yang
telah memberikan keceriaan, kegembiraan dan tawa di setiap harinya
untuk saya.

17. Ferry W dan Mas Indra beserta para penghuni AJBS terima kasih banyak
karena saya banyak menghabiskan banyak waktu untuk melupakan segala
kepenatan atas penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,
terlebih lagi dalam ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Hak Cipta di masa

yang akan datang.

Surabaya, 31 Juli 2006

Garbo Jaya Wahyudi

ix
Skripsi Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



Skripsi

ADLN - Perpustakaan Unair

DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR JUDUL ....civitiuiiiieiiiarecerensacnsersacsssnsreacecsacasosssans i
LEMBAR PERSETUJUAN ...cciccsninsenssecsecsanssnnessessassanssssssasssassssssssssasans ii
LEMBAR PENGESAHAN ....ccocnnnnnisinsnnisesssessnessassassssssssssstssssssssssesses iii
LEMBAR PERSEMBAHAN ....cococvinensnnsunnsnessncssanssnssssssassonsssssssassassses iv
IMOTTOuccocueeveecneenneensessasensssissssssssssossessassasssnesasesssssassassssssnsssssssasssasssnssses v
KATA PENGANTAR ....cooovireinninunssisensnssnesansnssncssesssessssssasssssssssassssssesasss vi
DAFTAR IST ..oueeceevrrcreeneisnssssesssssssssescsssssessassassasssssassnsassosassasssssassssssassass X
Bab 1 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah ..........c...cc.coon 1
2. Penjelagap JWelnle s, .......... o ... @0l . .........coonnnn 9
3. Alasan BeqWmIudulhs. b 200 oty ... 11
4. Tujuan PeNULEETIN... .0 .. 0 . i - oo crreroeocenssnsanens 12
5. Metode PenuliSaligh " .8 2. 8- BB e 13
a. Tipe PerUlisa e i o errrreneronennrenens 13
b. Pendekatan Masalah .........ccoceeveriiiiiiiiiiiniiie i 13
c. Bahan HuKum ........cccooviriiiiiiiiniiciiiiiecie e 13
d. Langkah Penelitian ..........ccccooiviiniiiiininiiiiiieneeeeene 13
€. ANALISIS ..vviiriiiiece e s 14
6. Pertanggungjawaban Sistematika ...........cccoiniiiiiiiiinn 14

Bab II TATO SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

1. Standar Perlindungan Hak Cipta Tato........cccoooviiiiniiinnss 16

X
Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



ADLN - Perpustakaan Unair

2. Perolehan Hak Atas Tato dan Hak Eksklusif.........ccccoevenvveeneen. 24

Bab III BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA TATO DAN UPAYA

PEMULIHANNYA
1. Bentuk Pelanggaran Atas Tato.............ooovvviiiiiiiinnan, 38
2. Upaya Pemulihan..............cooo 44

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan........ccoovuvuiniiiiiiiiiii e 52
2. Saran-sarand . S A B e A i iiiriiieiiieicnaas 54
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
X1

Skripsi Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



Skripsi

ADLN - Perpustakaan Unair

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan dan latar belakang

Masyarakat modern yang serba berkembang menghasilkan suatu pemikiran
yang kompleks sebagai hasil dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, dan
urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Dengan demikian usaha adaptasi
atau penyesuain diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi
tidak mudah.

Pada zaman modern sekarang ini bertemulah banyak kebudayaan sebagai
hasil dari makin akrabnya komunikasi daerah, nasional dan internasional.
Percampuran ataupun keluluhan bermacam-macam budaya itu dapat berlangsung
lembut, begitu laten dan lancar tetapi tidak jarang berproses melalui konflik budaya
yang ditandai dengan banyak tingkah laku yang di luar biasanya. Salah satu aspek
budaya bangsa indonesia yang belakangan ini kembali muncul dan dianggap sebagai
identitas diri pada masyarakat umumnya terutama para remaja adalah tato. Istilah
tato yang berasal dari kata fatau (bahasa Tahiti)! yang berarti tanda atau gambar
pada kulit seseorang yang dibuat dengan cara menusuk, menggores, ataupun melukai
dengan suatu alat yang telah dicelupkan ke dalam zat warna, sehingga tidak akan
hilang seumur hidup. Hal ini bisa kita lihat dengan berkembangnya suatu usaha
perajahan tubuh atau tato ini, baik di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Selain

tempat perajahan tubuh yang berkembang kita juga bisa melihat bahwa tidak sedikit

"www.javatattooclub.com

P
e e e———— i 20
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juga para remaja perempuan dan laki-laki yang memiliki tato di tubuhnya. Suatu hal
yang wajar ketika banyak orang tua yang menjadikan perkembangan budaya ini
sebagai suatu ancaman terhadap perkembangan anaknya, namun jadi luar biasa
ketika ada orang tua yang dengan mudah dan begitu antusias menerima budaya ini
bahkan lebih terbuka pada anaknya untuk menyikapi budaya ini.

Suatu tindakan memakai tato tubuh sudah tidak asing lagi kita dengar.
Sejalan dengan kemajuan zaman, semakin banyak pula perilaku-perilaku yang kita
anggap tabu atau sedikit di luar norma justru menjadi hal yang banyak dilakukan
oleh orang. Perilaku bertato sebenarnya bukanlah hal yang baru, keadaan ini
diperkuat dengan adanya mitologi kebudayaan yang menunjukkan bahwa tato itu
sendiri sudah ada sejak dahulu kala. Berdasarkan sejarah suku Mentawai, Dayak,
dan Sumba tercatat sebagai suku-suku di Indonesia yang pertama kali menjadikan
tato sebagai simbol identitas diri dan simbol status sosial, sebagai pengganti pakaian
juga sebagai sarana mempercantik dan menghias diri.”

Tato merupakan seni hias tubuh yang kontroversial. Di satu sisi sebagian
masyarakat menerima tato sebagai hasil karya seni yang indah, tetapi di sisi lain
mayoritas masyarakat menolak tato dan mengkaitkannya dengan hal-hal yang
berkonotasi negatif. Sementara itu, menurut asal usulnya tato bukan sekedar karya

seni hias tubuh sebagai bentuk ekspresi pemilik dan seniman pembuatnya,

2 www.dayakologi.com
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melainkan bagian dari sebuah sistem budaya yang terkait erat dengan aspek sosial-
religi.?

Suatu hal yang sangat menarik, sebab dalam kenyataan sehari-hari tato masih
dipahami secara parsial, dalam arti tato pada umumnya hanya diasosiasikan dengan
kriminalitas. Tato dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial. Namun
yang membuat lebih menarik lagi justru jumlah orang yang bertato tidak pernah
menurun. Apabila dilihat dari aspek sejarah dan budaya tato bersifat
multidimensional, fungsinya macam-macam. Ada banyak kelompok etnis yang
secara tradisional memandang tato sebagai bagian penting dari kehidupan ritual dari
budaya mereka, ada yang memakai tato sebagai identitas sosial, dan ada yang
memakai sebagai tanda dari identitas fisik si pemilik.

Tato untuk beberapa suku di Indonesia merupakan seni tradisional yang
sudah berusia tua. Bahkan tato bagi beberapa suku merupakan cermin spiritualitas
dan mengandung kekuatan magis. Oleh karena itu pembuatan tato biasanya
dilakukan dengan upacara adat yang penuh dengan ritual spiritual. Bentuk dari
lukisan-lukisan dalam tato merupakan bentuk yang didapat dari alam dimana mereka
tinggal. Seni tato jaman sekarang sebenarnya mengandung satu ekspresi dari gejolak
kejiwaan yang tidak jauh berbeda dari tato di jaman dulu. Namun oleh beberapa
kalangan tato sering dianggap sebagai cerminan yang negatif. Mungkin karena
beberapa orang yang kurang baik watak dan sikapnya dan kebetulan bertato, lalu

tato dianggap sebagai bagian dari perwatakan yang kurang baik bagi pemilikya.

’Anggraeni , Seminar Nasional Hak Cipta, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 16
Mei, 2006
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Padahal seni tato tidak ada hubungannya dengan permasalahan karakter kriminalitas
seseorang.

Perilaku bertato sudah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Reaksi
berbagai bangsa di beberapa kurun waktu sejarah terhadap perilaku bertato ternyata
berlainan. Di negara barat, tato dan perilaku bertato adalah hal yang begitu menarik
dan wajar dilakukan oleh banyak orang baik laki-laki maupun perempuan, bahkan
memiliki tato adalah kebanggaan. Tidak jauh berbeda dengan negara Asia seperti
Jepang , China dan Thailand bertato hanyalah dianggap sebagai aksesoris
mempercantik diri, dan tidak menimbulkan pertentangan yang berarti. Mereka dapat
lebih mudah menerima tato sebagai salah satu cara untuk mereka tampil untuk lebih
seksi karena biasanya mereka menempatkan tato di bagian tubuh yang mereka
anggap seksi dan akan menambah gairah pasangannya ketika melihatnya.

Kata Tato adalah terjemahan Indonesia dari kata fatfoo, artinya adalah
goresan, desain, gambar atau lambang yang dibuat pada kulit secara permanen.
Pembuatan gambar permanen pada tubuh secara garis besar dapat dilakukan dalam
dua cara : pertama, retas tubuh atau yang dalam bahasa inggris disebut scarification
yaitu menggores permukaan kulit dengan benda tajam sehingga menimbulkan luka
dan ketika luka ini sembuh akan terbentuklah tonjolan pada permukaan kulit. Kedua,
melubangi permukaan kulit dengan benda runcing sesuai dengan gambar yang
diinginkan. Lalu melalui lubang-lubang itulah tinta atau zat cair berwarna

dimasukkan ke bawah permukaan kulit*,

*M.Dwi Marzanto dan Syamsul Barry, Tato, Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia,
Yogyakarta, September 2000, Cetakan I, h. 2.
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Dalam The American Heritage Desk Dictionary ditulis bahwa kata tato
berasal dari Polinesia. Anne Nicholas dalam The Art of New Zealand menulis bahwa
kata fattoo berasal dari bahasa Tahiti yaitu fatau. Joseph Banks Yang kapalnya
mencapai Tahiti pada tahun 1769, mencatat fenomena tubuh penuh tato yang
dilihatnya di kalangan penduduk asli Tahiti. Namun Kapten Bougainville-lah yang
memperkenalkan kata tatau ke dalam bahasa Inggris. Pada kenyataannya tato selalu
menimbulkan kontroversi dan tato di jumpai dalam berbagai masyarakat, peradaban
dan jaman. Ada berbagai kata untuk tato diantaranya moko ( dalam bahasa Maori ),
ire zumi ( dalam bahasa Jepang ), titi ( dalam bahasa Mentawai ), hedi ( dalam
bahasa Tetun)®.

Sejarah tato kenyataannya sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan
kebudayaan asli bangsa kita. Di Pulau Siberut tato disebut #iti. Definisi tato alias titi
adalah seni ukir tubuh atau merajah kulit. Sebelum mengenal pakaian, orang
Mentawai melakukan titi atau merajah kulit di seluruh bagian tubuhnya hingga
menyerupai pakaian. Kulit digaris sesuai dengan gambar yang diinginkan dengan
alat sejenis paku dan palu-palu lalu diukir mengikuti garis. Permukaan kulit menjadi
berdarah dan biru-biru. Sakit memang, namun setelah itu keindahannya akan
menjadi kebanggaan bagi pemiliknya. Tato bagi masyarakat tradisional Mentawai,
memiliki banyak arti, tanda serta simbol. Derajat seseorang juga bisa dilihat dari tato
di tubuhnya. Tato juga bisa menunjukkan kesukuan seseorang, berapa jumlah

keluarganya serta prestasi yang telah ia capai. Dari goresan di tubuhnya tercermin

SIbid.
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bentuk jantan, kuat, berani, dan erat kaitannya dengan unsur kepercayaan untuk
memperoleh keselamatan dan kerukunan dalam bentuk keluarga dan masyarakat6.

Ketika tato masih menjadi salah satu bagian dari sistem budaya sebuah
komunitas, semua orang bertato dan menato tubuh menjadi keharusan. Desain tato
untuk masing — masing individu tato bebas, tetapi masih dalam batas — batas tradisi
karena masing — masing motif mempunyai makna tertentu yang telah disepakati oleh
komunitasnya. Mengingat adanya kesenjangan waktu yang panjang, makna dan
fungsi tato pada masa prasejarah sulit untuk diketahui. Akan tetapi, masalah ini
dapat dijembatani dengan analogi etnografi terhadap suku —suku bangsa yang masih
mempunyai kebiasaan mentato tubuh. Hal ini dilandasi oleh suatu asumsi bahwa
sebagai bagian dari sistem budaya yang berlanjut, kemungkinan besar makna dan
fungsi tato prasejarah tidak berbeda jauh dari tato tradisional, meskipun alat yang
digunakan dan desain yang dibuat mengalami perubahan.

Eksistensi Tato sebagai salah satu seni rupa tradisional masyarakat mentawai
mempunyai kedudukan penting dalam dunia kepercayaan masyarakat Mentawai.
Tato tidak semata-mata dibuat untuk menghias tubuh, tetapi merupakan satu
manifestasi dari kepercayaan mereka yang dinampakkan pada tubuh secara
permanen. Tradisi mentato merupakan bagian penting dari kehidupan ritual agama
asli suku Mentawai yang mereka sebut Arat Sabulungan. Dalam konteks budaya
tradisional Mentawai dipandang sebagai pakaian abadi yang mereka sandang sampai

mati. Oleh karena itu tato diperlakukan dengan penuh penghargaan, mentato secara

®Ady Rosa, Eksistensi Tato Sebagai Salah Satu Karya Seni Rupa Tradisional Masyarakat
Mentawai, Thesis S2, Institut Teknologi Bandung, 1994, h. 60.
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serius. Sebelum mentato biasanya diselenggarakan upacara inisiasi atau adat punen
enegat yang dipimpin oleh sikerei atau dukun yang mengiringi saat mentato dengan
harapan yang ditato selamat dan tatonya bertuah seperti yang diharapkan7.

Fakta yang lain adalah bahwa sekarang ini tato telah menjadi salah satu
cabang seni tersendiri serta mempunyai wilayah, tata cara dan kecenderungan
artistik dan kreativitas sendiri. Tato pun punya pola-pola pemaknaan sendiri yang
khas sesuai dengan tato itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah layak memandang tato
dengan kacamata normatif yang tunggal dan sempit. Sebab patut disadari bahwa
tato dalam konteks kehidupan modern justru berkembang dalam kondisi atau
keadaan yang penuh dengan berbagai pembatasan.

Motivasi untuk ditato bermacam-macam, mulai untuk keperluan ritual, atau
sebagai tanda peringatan atas sesuatu, sampai yang cuma ikut-ikutan trend. Tato bisa
dipakai untuk memperingati kemenangan atau kekalahan, dapat pula dipakai untuk
mengekspresikan keriangan atau kesedihan, atau diadakan sebagai bagian dari satu
upacara atau ritual dan dibarengi dengan pembacaan mantera, nyanyian, atau tarian.
Atau tato dilakukan untuk mensimbolisasi satu visi pada tubuhnya. Tato dilakukan
secara sukarela ataupun dipaksakan.

Istilah Tato modern mengacu pada tato yang dimiliki atau diminati oleh
orang yang tidak terikat pada akar budaya tato dan digunakan untuk
membedakannya dari tato yang milik masyarakat tradisional (tato tribal). Alasan
pembuatannya dan motif yang dipilih dalam tato modern bersifat subyektif.

Kepemilikannya bersifat individual, tidak terikat oleh norma atau aturan tertentu

"Ibid.
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yang dilembagakan. Selama ini, dikenal ada beberapa jenis tato. Ada tato stiker
(sticker tattoo), tato temporer (temporary tattoo), tato semi permanen (semi
permanent tattoo) dan tato abadi (permanent tattoo). Tato stiker, yaitu tato tempelan
dengan sticker, hanya tahan beberapa jam. Tato temporer bisa berdaya tahan 2-3
minggu. Tato semi-permanen, bisa tahan 3 - 6 bulan.

Memakai tato sama dengan memberontak terhadap tatanan nilai sosial yang
ada, sama dengan membebaskan diri terhadap segala tabu dan norma-norma
masyarakat yang membelenggu. Orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat
memakai tato sebagai simbol pemberontakan dan eksistensi diri. Anak-anak yang
disingkirkan oleh keluarga memakai tato sebagai simbol pembebasan. Setiap jaman
melahirkan konstruksi tubuhnya sendiri-sendiri. Dulu tato dianggap jelek, sekarang
tato dianggap sebagai sesuatu yang modis dan trendi.

Sudah terurai diatas bahwasanya tato merupakan suatu bidang seni yang
dihasilkan, melalui suatu proses penciptaan dari daya kreatifitas seseorang pencipta
karya seni, yang sangat membutuhkan daya intelegensia untuk mendapatkan hasil
yang maksimal. Tentu saja, sudah menjadi keharusan bagi seseorang pencipta karya
seni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta yang dihasilkannya.
Perlindungan hukum disini dimaksudkan untuk menghormati hak-hak seseorang
pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya, sehingga karya cipta dari seseorang
pencipta karya seni tetap terjamin keasliannya.

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas
karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan karya sastra.

Selanjutnya, undang-undang memberikan pengertian Hak Cipta sebagaimana diatur
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dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ( UU No. 19/2002 )
tentang hak cipta sebagai berikut : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundangang-undangan yang berlaku”. Sedangkan ciptaan menurut Pasal
1 Angka 3 UU No. 19/2002 adalah “hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang
khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan
sastra”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah
pada skripsi ini adalah :

1. Apakah tato termasuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta?

2. Apa bentuk pelanggaran Hak Cipta atas tato dan upaya pemulihannya?

2. Penjelasan judul.

Sebelum menginjak pada bahasan yang lebih lanjut dari pokok permasalahan
pada skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dari judul
skripsi ini untuk menghindarkan terjadinya kesalahan penafsiran. Adapun judul
dalam skripsi Ini adalah “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tato” .

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat merupakan
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang
bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila®.

Falsafah hidup negara yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner

8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, 1987, h. 20.
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dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara. Pemahaman atas prinsip
perlindungan hukum di Indonesia sebagai dasar pemberian perlindungan bagi rakyat
di Indonesia akan dapat ditentukan sarana perlindungan hukum yang tepat. Ada dua
bentuk sarana perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia yaitu perlindungan
preventif dan perlindungan represif9 . Pada perlindungan preventif rakyat diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) dan bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dikaitkan dengan peran serta
masyarakat dalam proses pembentukan keputusan yang meliputi segala hal
mengenai Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa Hak Cipta atas karya tato manakala di rugikan diwajibkan
mempertahankan haknya akibat suatu pelanggaran Hak Ciptanya.

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas
karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan karya sastra.
Selanjutnya, undang-undang memberikan pengertian Hak Cipta sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ( UU No. 19/2002 )
tentang hak cipta sebagai berikut : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

Kata Tato adalah terjemahan Indonesia dari kata fattoo, artinya adalah
goresan, desain, gambar atau lambang yang dibuat pada kulit secara permanen.

Dalam adat Mentawai tato disebut #iti. Definisi tato alias titi adalah seni ukir tubuh

Ibid.
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atau merajah kulit. Sebelum mengenal pakaian, orang Mentawai melakukan fiti atau
merajah kulit di seluruh bagian tubuhnya hingga menyerupai pakaian. Kulit digaris
sesuai dengan gambar yang diinginkan dengan alat sejenis paku dan palu-palu lalu
diukir mengikuti garis. Permukaan kulit menjadi berdarah dan biru-biru dan akan
menimbulkan luka yang nantinya luka itu jika sudah sembuh akan terlihat gambar
dari tato tersebut."®

Karya tato merupakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta ini terdapat dalam
Pasal 12 (1) huruf f UU No 19/ 2002 yaitu : “ Dalam undang-undang ini ciptaan
yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,
yang mencakup....... f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,
seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan”.

Jadi maksud dari keseluruhan judul tersebut adalah perlindungan hukum
yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak atas suatu karya tato sebagai
suatu ciptaan dapat diartikan sebagai suatu seni rajah yang ditorehkan pada kulit
dengan memakai suatu alat untuk melukai kulit kemudian memasukkan zat
pewarna ke dalam kulit sehingga membentuk suatu gambar yang menunjukkan
kekhasan dan keaslian sebagai ciptaan sesorang yang merupakan Warga Negara
Indonesia dan penduduk Indonesia ditinjau dari UU No. 19/2002.

3. Alasan Pemilihan judul
Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam lagi

mengenai upaya perlindungan terhadap tato yang merupakan karya-karya asli adat

', M.Dwi Marzanto dan Syamsul Barry, Loc.cit.
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Mentawai yang sampai saat ini hampir ditinggalkan. Masyarakat masih belum
sepenuhnya memahami hak cipta yang diatur menurut Undang-Undang.

Dengan adanya perkembangan dan banyak alat untuk mentato yang juga
menjadi ciri khas adat mentawai ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan karena
banyaknya alat tato yang sudah menggunakan mesin yang lebih efisien dan praktis.
Tanpa disadari tempat untuk mentato kulit ini sudah menjadi bisnis dan telah
menjamur baik di kota besar seperti Surabaya ini. Banyak tempat tato tersebut
menyediakan gambar-gambar yang di komersilkan dan memperbanyak gambar-
gambar tersebut, dan kebanyakan gambar tersebut mempunyai kesamaan pada karya
asli adat Mentawai. Padahal dalam pemakaian suatu gambar tato pada masyarakat
Mentawai harus menggunakan ritual terlebih dahulu. Hal ini yang mendasari untuk
memilih judul skripsi “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tato” .

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan
akademis dalam mencapai gelar sarjana Hukum Universitas Airlangga. Melalui
penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada masyarakat
mengenai pelaksanaan UU No.19/2002, khususnya dalam perlindungan Hak Cipta
pada karya tato. Penulisan skripsi ini untuk mengembangkan ilmu pengetehuan di
bidang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang Hukum Hak
Cipta yang diperoleh selama perkuliahan serta keinginan penulis untuk memperoleh
pemahaman yang lebih, dalam hal pemahaman tentang perlindungan hukum atas

Hak Cipta, pengertian serta alasan dilakukannya upaya perlindungan atas Hak
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Cipta, beberapa hal ini yang sangat menarik bagi penulis untuk membahas labih
mendalam, khususnya dalam perlindungan Hak Cipta atas karya tato.
5. Metode Penulisan
a. Tipe Penulisan

Tipe penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah tipe
penelitian normatif, merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian kasus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang
dibahas.
b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode normative
¢. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum jika ditinjau dari segi mengikatnya dalam penulisan

skripsi ini yaitu:

- Bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan
dengan pokok permasalahan dalam hal ini ketentuan hukum Hak Atas
Kekayaan Intelektual khususnya Undang undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta.

- Bahan hukum sekunder yang di peroleh melalui kepustakaan berupa
literatur-literatur, majalah, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pokok
permasalahan.

d. Langkah Penelitian
Bahan hukum yang ada diinventarisasi dan diklasifikasi serta

disistematisasikan.
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e. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode juridis normatif.
6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini di bagi dalam 4 (empat) bab.
Menempatkan pendahuluan pada bab I yang berisi penulisan skripsi ini secara garis
besar. Bab 1, Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan, karena di dalam bab
pendahuluan berisikan gambaran yang akan dijabarkan pada bab berikutnya. Sub
bab pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar belakang masalah yang
berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarakan lebih lanjut pada
bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula permasalahan yang dikupas.
Alasan pemilihan judul disajikan untuk memberikan batasan dan kejelasan arah
pembatasan berikutnya. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal
yang hendak dituju dalam pembahasan skripsi ini, yaitu untuk memperoleh jawaban
atas suatu permasalahan. Skripsi ini terdiri dari pendahuluan, uraian secara teoritis,
pembahasan dan penutup.

Pada bab II, akan membahas mengenai Tato sebagai ciptaan yang dilindungi
oleh Hak Cipta, Standart of Copyright ability, sebagai syarat agar suatu ciptaan
dapat dilindungi Hak Cipta. Tato sebagai ciptaan yang dilindungi harus memenuhi
syarat tersebut. Kriteria ini sangat penting untuk menetapkan tato yang dilindungi
oleh hak cipta. Dalam hal ini juga dibahas hak ekslusif pencipta tato. Bab
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menganalisis terjadinya

pelanggaran atau tidak dalam pembuatan tato yang dibahas dalam Bab III.
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Pada bab III diulas mengenai bentuk pelanggaran terhadap tato dan
membahas sarana perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi karya asli
tato yaitu : preventif dan ekspresif.

Bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan pokok

permasalahan yang ada yang mungkin bermanfaat dengan permasalahan yang ada.
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BAB 11

TATO SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

1. Standar Perlindungan Hak Cipta Tato
Arpad Bogsch menyatakan bahwa :Human genius is the source off all works,
of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men.
It is the Duty of the state to ensure with diligence the protection of the art

. . 11
and inventions.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut maka sudah sewajarnya apabila
negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan
karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu
pengetahuan, maupun seni dan sastra.'?

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seseorang individu
perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari
dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada
faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil
(Civil Law System) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia®.

Hak Cipta identik dengan hak dari suatu karya cipta yang lahir dari kreasi

intelektual manusia. Hak Cipta secara harfiah hak cipta dapat dibedakan menjadi

""Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung, 2004, h. 17.
Ibid.

BIbid,
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kata “hak” dan cipta. Hak seringkali diartikan sebagai “suatu kewenangan yang ada
pada seseorang atau suatu benda yang melekat padanya untuk dipakai maupun tidak
dipakai, sedangkan cipta merupakan hasil pemikiran berupa karya cipta™'?.

Prinsip yang membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (
literary works ) dan karya seni ( artistic works ) dengan segala bentuk
perkembangannya di dunia ini'®. Menurut penjelasan Suyud Margono di Indonesia
hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya ilmu pengetahuan, seni
dan sastra, penambahan sifat ilmu pengetahuan ini dalam rangka mengakomodir
bahwa karya cipta tersebut merupakan hasil karya yang berguna bagi perkembangan
ilmu pengetahuan 16 Ciptaan merupakan karya seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat khusus, sehingga angan-angan
atau ide belum dapat dikatakan ciptaan. Hak Cipta pada suatu ciptaan yang sudah
berwujud secara nyata maupun pada suatu ekspresi dari imajinasi, ketrampilan dan

tertuang dalam bentuk yang khas”.

"“Rr. Primanda Giovani Sitanala, Skripsi Perlindungan Hak Cipta Lagu Asing, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 11.

'*Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka Mandiri,
Jakarta, 2003, h.2.

rbid.

"Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 12.
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Dapat diketahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia
memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui
penumbuhan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian
hukum. Penumbuhan pelbagai aturan ini diperlukan sehingga timbulah sikap dan
kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan
terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang yang diwujudkan
dalam berbagai bentuk karya. Termasuk di dalamnya berbagai kekayaan intelektual
yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari
kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya ( alter egonya ).'8
Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah
sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapatkan perlindungan hukum yang
memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, sebagai
berikut:"

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan
berpartisipasi dalam kehidupan budaya
masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik
manfaatnya.

2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh
perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan
materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan

seseorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, satra
dan seni.

"8Edy Damian,Op.Cit, h. 20.

Y rbid.
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Menurut Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19/2002, ciptaan yang
dilindungi hak cipta adalah:

a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan
(lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil
karya tulis lain.

b. Ceramah, kuliah pidato dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan.

d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
pewayangan dan pantomim.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni

patung, kolase, dan seni terapan.

Arsitektur

Peta

Seni batik

Fotografi

Sinematografi

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database,

dan karya lain dari pengalihwujudan

N

Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
yang menyatakan seni rupa dalam segala bentuk baik seperti seni lukis,
gambar,........ merupakan ciptaan yang dilindungi. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf
UU No.19/2002 dengan jelas menyatakan tato sebagai ciptaan di bidang seni yang
dilindungi Hak Cipta.

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf
indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kata Tato

adalah terjemahan Indonesia dari kata ratfoo, artinya adalah goresan, desain, gambar
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atau lambang yang dibuat pada kulit secara permanen. Tato terutama tato modern
disini telah memenuhi kriteria sebagai Seni rupa yang dilindungi Hak Cipta.

Suatu ciptaan baru dikatakan memiliki Hak Cipta jika ciptaan yang
bersangkutan telah diwujudkan dalam bentuk tulisan atau material yang lain.
Sebaliknya, ide, pikiran, atau gagasan dan cita-cita belum merupakan atau dianggap
sebagai suatu ciptaan. Lebih lanjut, suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta
memiliki ukuran tertentu yang disebut sebagai standart of copyright ability seperti
yang dikemukakan oleh E.W. Kintner dan J. Lahr dalam bukunya yang berjudul 4n
Intellectual Property Law Primer yang dikutip dan diterjemahkan oleh Rahmi Jened
sebagai berikut®’ :

1. Originality (keaslian)

The World “original”.... Or the test of “originality”, is not
that the work be novel or unique. Even a work based upon
something already in the public domain may well be
original

Arinya adalah:

Kata ~asli”.... Atau uji keaslian bukan berarti karya
tersebut harus “betul baru” atau “unik”. Bahkan suatu karya
yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik
umum mungkin saja masih “asli”.

2. Creativity (kreativitas)

Creativity as a standart of copyright ability is to agreat
degree simply a measure of originality. Although a work
that merely copies exactly a prior work may be held not to
be original, if the copy entails the independent creative
judgement of the author in its production, that creativity
will render the work original.

Artinya :

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat
diberikan Hak Cipta adalah menunjukkan secara sederhana
suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya

Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS, Yuridika Press
Fakuitas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I) h. 27-
28.
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merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya
sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan
membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam
karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

3. Fixation (perwujudan)

A work is fixed in a tangible medium of expression when its
embodiment in a copy of phonerecord by or under the
authority of author, is sufficiently permanent of stable to
permit to be a perceived reproduced or otherwise
communicated for a period of more than (ransitory
duration. A work consisting of sound imager of both, that
are being trnasmitted is fixed for purpose of this title if
fixation of the work is being made simultaneously with its
transmission.

Artinya adalah :

Perwujudan

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang
berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan
atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan
pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat,
direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain,
selama suatu jangka waktu yang lama. Suatu karya yang
terdiri dari suara citra atau keduanya, yang dirasmisikan
adalah betujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya
sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

Sementara itu, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)*' untuk
dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Uji keaslian dalam Hak
Cipta bukan seperti Novelty dalam paten. Keaslian pada karya cipta tidak harus
betul-betul baru, asalkan mampu menghadirkan ekspresi dan kreativitas dari

penciptanya®Z.

*'Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh
perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada Undang-Undang Hak
Cipta setiap Negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Bern.

22Edy Damian, Op.Cit, h. 100.
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Ciptaan harus mencerminkan bentuk yang khas, berarti suatu karya harus
memiliki perwujudan dalam media ekspresi tertentu secara permanen yang cukup
untuk dapat dilihat dan cukup stabil untuk diproduksi, dikomunikasikan dengan

B Dengan demikian karya cipta harus sudah nyata yang

cara-cara yang lain.
diwujudkan dalam media ekspresi tertentu, tidak ada hak cipta untuk sesuatu yang
terbatas suatu ide.?*

Dasar perlindungan seni tato tradisional adalah Pasal 10 ayat 1 UU No. 19/
2002 yang menyebutkan bahwa “Negara memegang Hak Cipta atas karya
peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional”. Sesuai dengan Pasal
10 ayat 2 UU No. 19 /2002 yang menyebutkan bahwa “Negara memegang hak cipta
atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,
hikayat, dongeng,...... ,dan karya seni lainnya.”?

Perlindungan hukumnya mengacu pada Pasal 31 ayat 1 huruf a UU No. 19/
2002.26 Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh Negara untuk
Ciptaan peninggalan pra-sejarah, sejarah dan benda budaya nasional , folklor

(tradisi) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama berlaku tanpa

batas waktu (Pasal 31 Ayat 1 Huruf a UU No.19/2001). Dalam rangka melindungi

»Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 14.
**Rahmi Jened 1, Loc. Cit.

*Rahmi Jened, Seminar Nasional Hak Cipta : Perlindungan Hak Cipta Tato Mentawai
dan Seni Ukir Patung Asmat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,16 Mei, 2006
(Selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 6.

2 Ibid,
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folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, Pemerintah mencegah adanya monopoli
atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial secara
tanpa seizin negara RI sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan
tersebut (Penjelasan Pasal 31 Ayat 1 UU No. 19/2002) .

Seni tato Mentawai merupakan karya seni yang dilindungi
oleh negara karena seni tato suku Mentawai merupakan
folklor dimana seni tato suku Mentawai merupakan
sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh
kelompok maupun perseorangan dalam masyarakat yang
menunjukkan identitas soisal dan budayanya berdasarkan
standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara
turun temurun. Termasuk dialntararlya:27

a. cerita rakyat, puisi rakyat;

b. lagu-lagu rakyat dan instrumen tradisional;

c. tarian rakyat, permainan tradisional;

d. hasil seni antara lain berupa lukisan gambar, ukir-ukiran,
pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian,
instrumen musik dan tenun tradisonal.

Inspirasi seseorang atau beberapa orang berdasarkan pikiran, imajinasi,
kecekatan, ketrampilan, atau keahlian masih berupa ide belum mendapatkan
perlindungan Hak Cipta. Apabila ide tersebut dituangkan kedalam bentuk tertentu
maka terbentuklah ciptaan dan memperoleh Hak Cipta. Syarat originality dalam Hak
Cipta tidak seperti syarat-syarat novelty (kebaruan) dalam paten. Keaslian
(originality) dalam hal ini bukan keaslian ide atau pikiran, tetapi keaslian dalam

menuangkan ide tersebut dalam media ekspresi tertentu?®.

2Ibid.

**Mas Rahmah, Agung Widyantoro, Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Program
Komputer, Lembaga Penilitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, Nopember, 2001,
hil.
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2. Perolehan Hak atas Tato dan Hak Eksklusif.

Perolehan hak dalam hak cipta berbeda dengan perolehan hak seperti pada
merek dan paten, dimana hak cipta lahir sejak suatu ciptaan diekspresikan oleh si
Pencipta®®. Berbeda dengan merek dan paten yang perolehan haknya harus
didaftarkan terlebih dahulu, pendaftaran hak cipta bersifat first to use atau bersifat
negatif konstitutif, artinya bahwa pendaftaran tidak diwajibkanm. Pendaftaran
bersifat optional dan berfungsi untuk memberikan bukti awal (sebagai pembuktian)
bagi si pencipta akan hak ciptanya karena pada dasarnya hak cipta itu lahir sejak
suatu karya diciptakan oleh si pencipta,31 untuk sebagai bukti bagi pencipta akan hak
ciptanya tersebut Mc. Keogh seperti dikutip Rahmi Jened®® mengemukakan bahwa
“tidak ada persyaratan formal untuk perolehan perlindungan hak cipta, yang berarti
tidak ada prosedur pendaftaran suatu hak cipta.”®

Hak Cipta atas tato suku Mentawai atau tato modern timbul secara otomatis
setelah karya itu diciptakan atau dilahirkan dan jika karya ciptaan itu didaftarkan
maka pendaftaran ciptaan merupakan bukti awal (prima facie) bagi si pencipta akan
keabsahan Hak Ciptanya. Bagian terpenting dalam hal ini adalah tentang persyaratan

keaslian (originality), perwujudan (fixation), dan kreativitas (creativity) telah

Rahmi Jened I, Op.Cit,h. 30.
*Ibid.
3 Ibid.
“Ibid.

3 1bid.
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terpenuhi.® Segala hasil ciptaan itu dilindungi sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 UU
No. 19 / 2002 yang menyebutkan * Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan,
tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan
perbanyakan hasil karya itu.”*. Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena
pendaftaran.

Setelah dijelaskan baik definisi tentang tato, maka tato termasuk dalam ruang
lingkup seni rupa atau gambar (pasal 12 huruf £ UU No.19/2002) sehingga dapat
diketahui bahwa karya seni rupa berupa gambar dalam hal ini adalah tato merupakan
suatu ciptaan yang telah dilindungi oleh Hak Cipta. Perolehan hak cipta timbul
secara otomatis sesuai dengan Pasal 2 jo. Pasal 36 UU No. 19 /. 2002%¢ menetapkan:
“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang — undangan yang berlaku” (Pasal 2 UU No. 19 / 2002). “Pendaftaran

Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan

3*Rahmi Jened IV,0p.Cit, h. 9.
1bid.

rbid.
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atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar” (Pasal 36 UU No. 19/
2002).

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 dan UU No. 19 / 2002 menetapkan
bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata — mata diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa
izin pemegangnya.

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Right), menyebutkan bahwa : “everyone has the right to the
protect of the moral and material interest of which he / she is the author.” “ Setiap
orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang
berasal dari ilmu pengetahuan , sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan
penciptanya”.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan
menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya
itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya, hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik
hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.>’ Untuk
membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap

terpeliharanya kepentingan masyarakat.

3 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual
Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002, h. 39.
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Pencipta dan / atau pemegang hak cipta pada dasarnya memiliki hak

eksklusif yang mengandung muatan : 38

a. Hak Moral (moral rights) diatur di dalam pasal 24 UU
No. 19/2002

b. Hak Ekenomi (economic rights) diatur dalam Pasal 2
(1) UU No. 19/2002.

Hak Moral merupakan hak yang terkait dengan integritas penerapan dan
ciptaannya, yakni, agar namanya tetap tercantum dalam ciptaan, judul dan isi
ciptaannya tidak boleh dirubah. Hak Moral dalam Hak Cipta disebut hak yang
bersifat asasi, sebagai natural rights yang dimiliki manusia. Pengakuan serta
perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi
pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya ciptaannya®. Pada
gilirannya pun pengakuan dan perlindungan Hak Moral ini akan mampu menjadi

stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Menurut Suyud Margono terdapat 2 (dua) prinsip utama dalam hak-hak

moral, yaitu:*’

Hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta
untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam
rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai
pencipta atas karya tersebut Hak Keutuhan, yaitu hak
untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas

**Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs. Yuridika, Surabaya,
2000, (Selanjutnya disebut Rahmi Jened II, h. 43).

**Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 31.

“rbid.

Skripsi Perlindungan hukum hak cipta atas karya tato Garbo Jaya Wahyudi



Skripsi

ADLN - Perpustakaan Unair 28

karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain
yang dapat menurunkan kualitas karya ciptanya.

Hak Moral juga tercantum didalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan
bahwa : “.....Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya
dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta
perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat
merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang / Pencipta”. Pada peraturan
hukum di Indonesia UU No. 19 / 2002 mengatur secara khusus terhadap hak moral
yang bertujuan untuk menggaris bawahi bahwa melekatnya (Infergrity) sifat khusus
antara pencipta / pemilik hak dengan hasil kreativitas yang dilakukan dengan jerih
payah, pengorbanan, dan daya upaya sehingga perlu pengakuan, penghormatan serta
perlindungan terhadap jerih payah serta pengorbanan tersebut. Pengakuan hak moral
ini sekaligus merupakan pengukuhan hak yang dimiliki pencipta bahwa ialah
pencipta atas suatu karya sehingga kapanpun, dan dimanapun tetap berhak atas
pelekatan nama pada karyanya.

Dalam Pasal 24 dan Pasal 26 UU No 19 / 2002, mengatur mengenai hak-hak
moral tersebut, yaitu :

1. Pencipta dan ahli warisnya berhak menuntut pemegang
Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan
dalam ciptaannya.

2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak
Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali
dengan persetujuan Pencipta atau dengan ahli warisnya
dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,

pencatuman dan perubahan nama atau nama samaran
Pencipta.
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4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada
Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

Dalam pasal 26 :

1. Hak Ciptaan atas suatu ciptaan tetap berada ditangan
Pencipta selam kepada pembeli ciptaan tetap itu tidak
diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.

2. Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak
dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang
sama.

3. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli
Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan
diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu
memperoleh hak cipta itu.

Dengan adaya hak moral ( moral rights),41 Pencipta dari suatu karya cipta
memiliki hak untuk :

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya didalam
Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan
dengan penggunaan secara umum ;

2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk
perubahan lainnya yang meliputi pemutar balikan,
pemotongan, perusakan, penggantian yang
berhubungan dengan karya Cipta yang pada akhirnya
akan merusak apresiasi dari reputasi pencipta. Selain itu
tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan
selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat
dari Pencipta berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Di Indonesia UU. No. 19/2002 mengatur secara khusus terhadap hak moral
yang bertujuan untuk menggaris bawahi bahwa melekatnya (integrity) sifat khusus
antara pencipta atau pemilik hak dengan hasil kreatifitas yang dilakukan dengan
jerih payah, pengorbanan dan daya upaya sehingga perlu pengakuan, penghormatan

serta perlindungan terhadap jerih payah serta pengorbanan tersebut. Pengakuan hak

“ Ibid,
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moral ini sekaligus merupakan sebuah legitimasi atas hak yang dimiliki si pencipta.
Kapanpun, dan di manapun tetap berhak atas pencantuman nama pada ciptaannya.

Hak Ekonomi memberikan manfaat untuk mengambil kompensasi ekonomi
dari tindakan :*

- Mengumumkan atau mempertunjukkan karya cipta (
performing rights )

- Memperbanyak ( mechanical rights )*»

- Memberi lisensi kepada pihak lain ( licensing rights )
untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka seorang pencipta tato ataupun perajah
sebagai pemegang hak cipta memiliki hak- hak tersebut diatas. Demikian pula jika ia
hendak memperbanyak dan mengumumkan karya-karya tato serta diperdagangkan
melalui media internet ataupun yang dijadikan sebagai bentuk flash tattoo (gambar
tato) dalam bentuk buku ataupun memberikan pihak lain untuk itu, dapat dikatakan
bahwa ia sedang memanfaatkan hak ekonominya. Berdasarkan hak eksklusifnya
pencipta dapat mengeksploitasi karyanya dengan bentuk lisensi atau pengalihan
hak.* Pada tato tradisional seperti tato dacrah Mentawai bahwa hak ekonomi
dimiliki secara bersama atas dasar folklor. Sedangkan hak ekonomi bagi tato modern
dimiliki secara individu atau perorangan, sesuai dengan pemegang hak eksklusifnya.

Perlindungan hak cipta merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya

internasional. Setiap pencipta yang memegang sebuah hak cipta tentunya ingin

“2Rahmi Jened I, Op.Cit, h. 57.

“Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan , baik secara keseluruhan maupun
bagian yang sangat ubstansial dengan menggunakan bahan-bahan sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanen atatu temporer ( Pasal 1 angka 6 UU No. 19 /2002 ).

“Rahmi Jened I, Op.Cit, h. 35.
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mengambil manfaat ekonomi secara maksimal dari hasil ciptaannya yang telah
dipasarkan ke luar negeri, sehingga perlindungan ciptaannya di negara lain menjadi
sangat penting baginya. Campur tangan negara dalam perlindungan hak cipta warga
negaranya di luar negeri kemudian menjadikan hak cipta asing sesuatu hal yang
harus diperhatikan.

Kemajuan teknologi dan globalisasi perdagangan di dunia ini semakin
mempermudah masuknya sebuah karya cipta tato ke Indonesia. Ketika sebuah karya
cipta tato asing masuk ke Indonesia, maka perlu diperhatikan perlindungan yang
dapat diberikan terhadap karya tato tersebut. Namun karena banyak faktor
ketidaktahuan akan faedah dari hak cipta dan hukum tentang hak cipta menyebabkan
banyak dari para perajah atau pembuat tato yang menjiplak langsung ataupun
dengan memodifikasi hasil karya cipta tato asing. Hal ini juga menyebabkan faktor
keaslian para pembikin tato menjadi hilang meskipun masih ada yang
mengutamakan keaslian tetapi itupun hanya sebatas orang yang mempunyai idealis
yang tinggi akan seni dan keasliannya.

Hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta selaku pemegang
hak untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan haknya untuk mempublikasikan
ataupun memperbanyak ciptaanya serta memberikan izin kepada pihak lain dalam
jangka waktu tertentu untuk ikut menikmati hak ekonomi dari pemegang hak cipta
seperti yang telah diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 19 / 2002.% Izin yang
diberikan pencipta selaku pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam jangka

waktu tertentu untuk memanfaatkan hak ekonomi dari pencipta inilah yang dikenal

“Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 38.
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dengan lisensi, “ 4 personal privilege to do some particular act or series of acts....”
Atau permission by competen authority to do an act which, without such permission
would be ilegal, a treaspass, a tort, or otherwise would not allowable. 8 jadi berarti
lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau
perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin.

Dalam pasal 1 angka 14 UU no. 19 / 2002 mengatur mengenai pengertian
lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait
kepada pihak lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaannya atau
produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Perjanjian lisensi ini hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan
dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu
menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, perjanjian
lisensi lazimnya dibuat dengan mengacu pada pasal — pasal yang terdapat dalam
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1320 dan pasal 1338, dimana
dengan dasar kedua pasal tersebut para pihak bebas mengatur isi perjanjian lisensi.

Perjanjian pemberian lisensi sebaiknya didaftarkan kepada kantor
pendaftaran ciptaan. Ini dilakukan agar apabila terjadi sengketa setelah adanya
perjanjian lisensi maka catatan tentang adanya perjanjian dapat digunakan sebagai
alat bukti dan memiliki akibat hukum yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya.
Lisensi hak cipta diatur di dalam ketentuan pada pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 UU

No. 19/2002.

*“Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Universitas Indonesia Fakultas
Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003, h. 60.
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Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang
dituangkan dalam akta perjanjian dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat
tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam
hal ini adalah karya tato. Menurut Rahmi Jened, lisensi berbeda dengan pengalihan
hak karena lisensi merupakan suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan
beberapa tindakan khusus dan biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi
lisensi."” Dengan kata lain sifatnya terbatas pada apa yang telah diperjanjikan
diantara para pihak saja.

Perjanjian lisensi dapat dilakukan dengan cara eksklusif, yaitu : hanya
diberikan kepada satu pihak, dan dapat dilakukan secara non — eksklusif yang masih
memberikan kemungkinan kepada pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian
lisensi yang pertama untuk diberikan hak mengambil manfaat ekonomis dari suatu
ciptaan. Namun menurut UU No. 19 / 2002, perjanjian lisensi lazimnya tidak
diberikan secara khusus atau eksklusif karena lisensi yang demikian memungkinkan
bagi pemegang lisensi untuk melakukan monopoli pasar yang tentunya harus
dihindari agar penyebarluasan ciptaan dalam rangka pengambilan manfaat ekonomi
yang maksimal oleh pencipta dapat dilakukan. Perjanjian lisensi yang bersifat non —
eksklusif ini tentunya lebih memberikan kesempatan kepada pemberi lisensi untuk
mengeksploitasi haknya, sedangkan pada lisensi yang bersifat eksklusif kesempatan

ini semakin kecil.

“"Rahmi Jened, Implikasi Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade Aspect of Intelectual
Property rights) BagiPerlindungan Merek di Indonesia, Yuridika Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, 2000 ( selanjutnya disebut Rahmi Jened 111 ), h. 57.
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Dengan ditanda tanganinya perjanjian lisensi, maka timbulah hak dan
kewajiban para pihak. Hak para pihak dalam perjanjian lisensi meliputi :*

a. Pemberi lisensi ( licensor ) mempunyai hak :

1. Menerima pembayaran royalti atas sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian lisensi

2. Apabila lisensi yang diberikan bersifat non — eksklusif,
maka pemberi lisensi tetap berhak menggunakan sendiri
hak yang melekat pada ciptaannya

3. Dapat menuntut pembatalan lisensi apabila penerima
lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana
mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1226
KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjia
timbal balik selalu dapat diminta pembatalan apabila
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

b.  Penerima lisensi ( licensee ) mempunyai hak :

1. Mendapatkan jaminan penggunaan hak cipta yang
dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan pihak ketiga
( clausula vrijwaring ).

2. Berhak menggunakan hak cipta yang dilisensikan
secara terbatas sebagaimana telah diperjanjikan dalam
perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak.

3. Berhak menuntut pembayaran kembali bagian royalti
yang telah dibayarkan kepada pemberi lisensi apabila
hak cipta yang menjadi obyek perjanjian
pendaftarannya ditolak, sehingga perjanjian lisensi
tidak dapat dilaksanakan.

4. Selama termasuk dalam perjanjian lisensi, maka
penerima lisensi berhak untuk mengadakan perjanjian
sub - license kepada pihak ketiga yang diinginkannya.

Sedangkan kewajiban para pihak adalah 5
a. Bagi pemberi lisensi adalah :

1. Memberikan jaminan penggunaan hak cipta yang
dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak
ketiga agar kepentingan penerima lisensiakan
terlindungi.

2. Sebagai konsekuensi diterimanya royalti, maka pemberi
hak cipta tidak boleh mengajukan keberatan atas
eksploitasi hak yang melekat pada ciptaannya yang
dilakukan oleh penerima lisensi.

“Hendra Tanu Atmadja, Op.Cit, hal. 67-68

“Ibid, h. 68 - 69
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3. Mengembalikan pembayaran royalti yang telah diterima
olehnya apabila permohonan pendaftaran atas
perjanjian lisensi hak cipta tersebut tidak diterima.

4. Apabila diperjanjikan dalam perjanjian lisensi yang
dibuat, maka pemberi lisensi yang dibuat, maka
pemberi lisensi wajib mengizinkan dan menghormati
perjanjian sub — license yang diadakan oleh penerima
lisensi dengan pihak ketiga.

b. Penerima lisensi berkewajiban untuk :

1. Melakukan pembayaran royalti dengan jumlah yang
telah diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

2. Apabila lisensi yang dibuat bersifat non — eksklusif,
maka penerima lisensi tidak dapat mengajukan
keberatan atas dibuatnya perjanjian lisensi antara
pemberi lisensi dengan pihak lainnya.

3. Melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan itikad baik

Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan kepemilikan seluruh atau

sebagian kekayaan atau kepentingan atau hak seseorang. Pengalihan ( Assignment )

diartikan sebagai :>°

The act of transfening to another, all or part of one’s property,
interest or rghts a transfer of making over another of the whole
of any property, real or personal, in possession or in action, or
any kind estate or right here in. It includes transfer of all kind

of property.

Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan cara :

a.

b.

Pewarisan

Hibah

Wasiat

Dijadikan milik negara

Perjanjian lain yang diperbolehkan Undang - Undang

5% Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 48.
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Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara notariil atau dengan akta otentik
yang dibuat dihadapan Notaris.’' Pengalihan seharusnya disertai dengan dokumen —
dokumen pendukung, misalnya jika ciptaan telah didaftarkan harus disertai dengan
surat permintaan pendaftaran ciptaan dan sertifikatnya.

Eksploitasi Hak Eksklusif tato dapat dilakukan dengan pengalihan hak
contoh dalam pengalihan hak ketika membeli suatu gambar tato baik itu melalui
media internet ataupun membeli secara langsung. Dalam hal ini pembelian gambar
tato yang berbentuk buku itu bukan secara otomatis pembelian buku itu menjadi
pengalihan hak dari pencipta kepada pembeli buku, jadi jika ingin menggunakan
gambara yang ada di dalam buku tersebut harus meminta izin kepada penciptanya
dengan menggunakan perjanjian lisensi dan hal ini jika tidak dilakukan dalam
perjanjian lisensi meka menjadi pelanggaran dalam Hak Cipta yaitu memperbanyak
desain gambar dan mengumumkan kepada khalayak ramai tanpa seizin dari
penciptanya. Pemberian izin melalui perjanjian lisensi dalam hak cipta atas tato
memang sangat berkaitan dengan manfaat ekonomis yang dapat diperoleh oleh
pemegang hak cipta atas karya tato, yaitu : berupa royalti. Pemberian royalti kepada
pemegang hak cipta atas karya tato ini merupakan konsekuensi dari pengumuman
ulang dan perbanyakan sebuah karya cipta atas tato karena perajah ataupun artis tato
menggunakan karya tato tersebut untuk tujuan komersial. Sudah dipastikan
merupakan hal yang wajar, ketika ada kompensasi yang diberikan kepada pencipta

karya tato yang karya tatonya dipakai digunakan untuk diambil manfaat

*! Rahmi Jened, bimbingan skripsi tanggal 24 Juli 2006.
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ekonomisnya, Mengingat karya tato yang diciptakan oleh pencipta membutuhkan

kreativitas yang tinggi, waktu dan juga tenaga.
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BAB III
BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA TATO DAN UPAYA

PEMULIHAN

1. Bentuk Pelanggaran Atas Tato

Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi
suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni yang telah berwujud. Ciptaan
yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud harus merupakan ciptaan yang
dapat, dibaca, didengar atau dilihatdan fungsi dari hukum hak cipta sendiri untuk
mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau plagiatr (yaitu suatu tindakan
dengan maksud untuk menarik keuntungan dari ciptaan - ciptaan yang merupakan
kekayaan intelektual seseorang.) dan menetapkan kaidah — kaidah hukum yang
mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang yang melanggarnya dengan
melakukan tindakan penjiplakan.

Tato dalam masyarakat adat Indonesia jika dilacak dari budaya material yang
tertinggal, Indonesia sesungguhnya telah mengenal tato sejak awal masuknya
masehi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dekorasi penggambaran figur manusia
yang terdapat pada beberapa kendi tanah liat dan perunggu di beberapa kepulauan di
Indonesia. Sementara, barang yang diduga digunakan sebagai peralatan penatoan,
berupa berbagai jarum dari tulang hewan mamalia, ditemukan di berbagai gua di

Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.’?

2Anggraeni, Melacak Tradisi Tato Pada Masyarakat Prasejarah di Indonesia, dalam
Sumijiati Atmosudiro, Anggraeni, dan Tular Sudarmadi, (ed), Jejak — Jejak Budaya, Yogyakarta,
1999, him. 139 — 154.
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Belakangan ini di Indonesia tato atau lukisan pada tubuh makin menjadi
mode. Tato secara pemaknaan telah mengalami ameliorasi (perluasan). Bila semula
tato merupakan bagian dari budaya ritual etnik tradisional, kini mengalami
perubahan dengan melalui perkembangan yang meluas. Bila tato pada zaman orde
baru dimakanai sebagai simbol kejahatan atau bagian dari subkultur maka pada
masa reformasi tato berkembang menjadi budaya pop (trend). Eksistensi tato
mengalami dualisme perkembangan di Indonesia.® Dengan kata lain, di satu pihak
(pada masyarakat adat) tato tradisional berkarakter tribal terancam punah, di lain
pihak (pada masyarakat urban) tato tengah menjadi bagian dari suatu kebudayaan
pop (trend) yang sedang digandrungi dan dianggap bagian dari modernitas, gaul.
Contoh konkretnya tato kini dipakai oleh para selebriti Indonesia, Nafa Urbach, Ayu
Azhari, Ari Sihasale, dan Djody.

Situasi berkurangnya nilai ritual tato terjadi pada masyarakat adat di
Indonesia, dimana tato menjadi penanda kewibawaan, simbolisme kedewasaan,
kekayaan, dan keberanian. Kita patut prihatin terhadap memudarnya eksistensi tato
pada masyarakat adat di Indonesia. Sebab, bagaimanapun, tato adalah anak
kebudayaan Indonesia. Tato, bagi masyarakat tradisional Mentawai, misalnya,
memiliki banyak makna, tanda, dan simbol. Derajat seseorang bisa dilihat dari tato
di tubuhnya. Rajah juga bisa menunjukkan kesukuan seseorang, beberapa jumlah
keluarganya, dan prestasi yang telah ia capai. Tato Mentawai yang bentuknya statis

dan proporsinya aneh itu merupakan kekayaan budaya Indonesia.

33 Ibid,
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Sebelum seni tato suku terasing di Kepulauan Mentawai (sekitar 110 km
arah Barat dari garis pantai Sumatera Barat) punah, sebaiknya dilakukan usaha-
usaha untuk mengkaji dan mendokumentasikannya. Karena, tato tradisional orang
Mentawai hanya merupakan karya seni seumur manusia yang memakai. Keberadaan
tato suku/orang Mentawai berbeda dengan tato sekarang (modern), yang lebih
merupakan urban sub-cultures, seperti dipakai kaum muda untuk jati diri gengnya.
Tato Mentawai luar biasa dan unik, memenuhi seluruh tubuh dari kepala sampai
kaki dan sarat dengan simbol dan makna. Generasi muda asli Mentawai tidak lagi
berminat mewarisi budaya tato tersebut. Kebiasaan membuat tato sudah mulai
hilang karena dilarang pemerintah tahun 1970. Hanya orang berusia 45 tahun ke atas
yang bertato dan jumlahnya sekitar seribu- dua ribu (5 persen).

Perkembangan tato di era modern ini membuat tato semakin populer di
berbagai kalangan terutama di kalangan anak muda, hal ini mendatangkan
keuntungan finansial bagi pemegang hak cipta ternyata juga mampu menarik
perhatian beberapa pengusaha tato yang kurang perduli akan perlindungan hak cipta
di Indonesia untuk mengambil keuntungan dari popularitas tato tersebut. Berbagai
jenis pelanggaran hak cipta atas tato di Indonesia ini telah mampu tumbuh subur
karena masih banyak pengusaha tato ataupun pemilik studio tato yang memajang
hasil karya tato orang lain, baik itu yang berasal dari Indonesia sendiri ataupun dari
artis tato luar negeri untuk dijadikan suatu desain bagi konsumen tato yang datang
ke studio tato tersebut. Bahkan ada studio tato yang tidak mempunyai karya tato
hasil rajahan penato sendiri tetapi malah memperdagangkan hasil karya tato orang

lain untuk dipakai mencari keuntungan finansial bagi kepentingan sendiri.
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Di Indonesia sendiri pernah ada suatu masa ketika tato dianggap sebagai
sesuatu yang buruk. Orang-orang yang memakai tato dianggap identik dengan
penjahat, gali, dan orang nakal, golongan orang-orang yang hidup di jalan dan selalu
dianggap mengacau ketentraman masyarakat. Anggapan negatif seperti ini secara
tidak langsung mendapat pengesahan ketika pada tahun 1980-an terjadi pembunuhan
terhadap ribuan orang gali dan penjahat kambuhan di berbagai kota di Indonesia.
Pembunuhan ini biasa disebut dengan Petrus, neologisme dari kata penembak dan
misterius. Tanggapan negatif masyarakat tentang tato dan larangan memakai rajah
atau tato bagi penganut agama tertentu semakin menyempurnakan ime;j tato sebagai
sesuatu yang dilarang, haram, dan tidak boleh. Maka memakai tato dianggap sama
dengan memberontak. Tetapi justru suatu aksi pemberontakan yang melekat pada
aktivitas dekorasi tubuh inilah yang membuat gaya pemberontak ini populer dan
dicari-cari oleh anak muda.

Jika dilihat lebih lanjut motif tato yang banyak digemari bagi konsumen tato
adalah motif tribal yaitu motif tato yang berbentu siluet hitam, solid dan tebal, motif
tato ini juga dipakai pada tato suku adat Mentawai dan Dayak. Banyak juga motif
tato yang dipajang pada studio tato itu merupakan motif tato adat Mentawai dan
Dayak. Pada masyarakat adat Mentawai untuk melakukan penatoan memerlukan
biaya untuk membayar sipatiti (seorang ahli tato). Dalam melaksanakan tugasnya
Sipatiti biasa dibayar dengan 1 ekor hewan berupa ayam atau babi. Sedangkan pada
studio tato yang tengah merambah di Jawa ini untuk sekali proses pembuatan tato
biasanya penghitungan nominalnya adalah 1 cm? dikalikan dengan Rp. 5.000,00

sampai dengan Rp. 7.500,00 (harga setiap studio tato berbeda — beda)dan pada motif
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tribal tersebut rata — rata ukuran gambarnya paling kecil adalah 50 cm? hingga 700
cm?, para artis tato bisa mendapatkan hasil yang berlipat — lipat jika dibandingkan
hasil yang dihasilkan oleh Sipariti yang hanya menghasilkan 1 ekor ayam atau babi,
bayangkan suatu garis pemisah antara artis tato di studio tato yang hanya menjiplak
hasil karya orang lain bisa mendapatkan keuntungan secara finansial bahkan bisa
jadi karya dari seorang sipatiti yang membuat suatu karya tato dengan
mengutamakan ritualisme kepercayaannya juga dijiplak untuk mencari keuntungan.
Salah satu aspek yang juga merupakan faktor penting yang berperan dalam
perlindungan hak cipta suatu karya tato baik itu yang bersifat tradisional ataupun
yang sudah modern adalah organisasi yang digunakan untuk mengelola hak cipta
tato yang nantinya adalah organisasi yang diberi kuasa oleh pencipta tato di
Indonesia untuk mengelola hak cipta mereka (pencipta tato) jika ciptaan mereka
dipakai. Dan sampai saat ini organisasi untuk mengelola hak cipta tentang tato
masih belum ada, sehingga akan menyebabkan kesulitan untuk mengetahui karya
tato apa saja yang telah didaftarkan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
secara garis besar pelanggaran atas hak cipta terjadi apabila :
a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan,
memperbanyak, atau memberi izin untuk itu.
b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran

hak cipta.

**Dalam hal ini yang sudah ada realisasinya adalah YKCI yang merupakan salah satu
Collective Management Organization (CMO), merupakan lembaga nirlaba pengelola hak cipta yang
diberi kuasa oleh pencipta musik Indonesia yang secara kolektif untuk mengelola hak cipta mereka
(pencipta musik) jika ciptaan mereka dipakai
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Secara prinsip pun pelanggaran hak cipta atas tato yang terjadi di Indonesia dalam
berbagai macam bentuknya tetap berkisar pada kedua bentuk pelanggaran hak cipta
diatas.

Sebuah karya tato baik yang dari luar negeri maupun yang dibuat oleh pihak
indonesia mendapatkan perlindungan di Indonesia karena telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 19/ 2002 menetapkan:

Undang —Undang ini berlaku terhadap :

a. Semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan
hukum di Indonesia

b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum
Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di
Indonesia

c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum di
Indonesia dengan ketentuan :

(1) Negara mempunyai perjanjian bilateral
mengenai  perlindungan Hak Cipta
dengan Negara Republik Indonesia; atau

(i)  Negaranya dan Negara Republik
Indonesia merupakan pihak atau peserta
dalam perjanjian multilateral yang sama
mengenai perlindungan Hak Cipta.

Segala hak yang melekat pada hak cipta atas karya tato tadi harus dilindungi
pula. Ini berarti, setiap pengumuman dan perbanyakan ulang sebuah karya tato
merupakan hak dari pemegang hak cipta atas tato tersebut. Dengan demikian setiap
perbuatan pengumuman ulang maupun perbanyakan dari sebuah karya tato haruslah
memperoleh izin yang sah dari pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Bentuk seni tato dan seni ukir yang sama diantara dua negara yang

memungkinkan terjadinya pelanggaran oleh pihak asing:
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1. Banyak sketsa seni tato dan seni ukir yang mirip antara Suku Asmat-Irian
dan Suku Aborigin-Australia.

2. Bentuk sketsa tato suku Mentawai mirip dengan sketsa tato suku Maori.

3. Kemajuan teknologi (internet) yang memudahkan untuk memperbanyak dan
mempertunjukkan suatu karya tato tanpa seizin pencipta karya tato itu
kepada orang lain.

Seni tato dan seni ukir yang diciptakan baru, memakai motif kontemporer
tetap diakui sebagai ciptaan pribadi. Diberikan perlindungan sebagai karya cipta
sesuai Pasal 12 UU No. 19 /2002 tentang Hak Cipta.

2. Upaya Pemulihan

Pelanggaran Hak Cipta atas karya tato tidak saja dilakukan oleh warga
negara Indonesia saja tetapi warga negara asing pun dapat melakukan
pelanggaran tersebut yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan
pribadi semata. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut atas pelanggaran Hak
Cipta yang dilakukan oleh warga negara asing, adapun upaya pemulihan yang
dilakukan dengan :>°

a. Penetapan Subyek Pemegang Hak atas folklores6 dan bahkan secara luas
traditional knowledge,”’ misalnya secara nasional indigenous

55 Rahmi Jened 11, Op.Cit, h. 10.

8Folkolre dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh
kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya
berdasarkan standar dan nilai — nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.

57 Traditional knowledge merupakan multifaset konsep yang tidak terbatas pada bidang khusus seperti
teknologi atau seni. Seluruh bentuk pengetahuan yang menggambarkan aktivitas manusia yang masih terpelihara
dan dapat diajarkan pada orang lain layak diamati kemungkinannya sebagai obyek traditional knowledg.
Traditional knowledge dalam kaitan ini batasan linguistik atas makna tradisional sepenuhnya menunjukkan pada
status dan bukan mengacu pada usia kecantikannya. Traditional knowledge merupakan pengetahuan yang status
kedudukannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.
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communities diwakili Pemda setempat dan secara internasional diwakili
Pemerintah Negara R1L

b. Studi tentang upaya perlindungan kepentingan Hak Ekonomi dan Hak
Moral terkait dengan folklore atau traditional knowledge dari
indigenous communitiesSs;

c. Inventaris folklore, kekayaan budaya tradisional dan traditional
knowledge dari indigenous communities oleh Pemerintah RI;

d. Pendaftaran Ciptaan oleh institusi yang kompeten untuk mewakili
indigenous communities sebagai upaya memperoleh bukti awal adanya
Hak, misalnya oleh Pemda setempat;

e. Pengawasan interest dan benefif®® ataupun remuneration® atas setiap
eksploitasi folklore atau traditional knowledge agar disalurkan pada
indigenous communities yang berhak.

f. Penetapan aturan multilateral untuk menentukan norma perlindungan
dengan memperhitungkan hakekat secara kolektif dan sosial dari Hak
indigenous communities.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah folklor yaitu:*?

a. Menghadiri Sidang-Sidang Pembahasan dan Negoisasi Masalah Folklore
Dalam Forum-Forum Internasional.

b. Mendorong Pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan dokumentasi
atas folklore masing-masing.

c. Membentuk Kepres Tim Koordinasi Penanggulangan pelanggaran HKI .

d. Menyelesaikan segera RPP Folklor

Kegiatan Pengumuman atau Perbanyakan atas Seni Tato apabila
dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing) wajib mendapat izin dari instansi
terkait. Warga Negara Indonesia bebas untuk melakukan eksploitasi atas seni

tato dan seni ukir, sepanjang menjaga nilai-nilai religius dalam seni tato dan

8 Indigenous communities merupakan suatu komunitas asli
*Interest merupakan perhatian, minat dalam suatu hal

% Benefit merupakan suatu manfaat, guna, keuntungan dan faedah.
%! Remuneration merupakan kompensansasi

%Adi Supanto, Seminar Nasional Hak Cipta, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, 2006
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seni ukir tersebut. RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Hak Cipta yang
dipegang oleh negara sedang dalam tahap akhir penyelesaian.

Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 yang mengatur bahwa “Penyerahan hak
cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli
warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuan’ :

a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum
pada ciptaan itu.

b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.

c. Mengganti dan mengubah judul ciptaannya.

d. Mengubah isi ciptaan

Dalam hal ini arti pada pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002, terhadap
pelanggaran hak moral, pencipta atau ahli waris, pencipta suatu ciptaan berhak
untuk menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama
penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada
ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, atau mengubah isi ciptaan
itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu®.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan kerugian pada pencipta
atau pemegang hak cipta, atau dilanggarnya hak eksklusif dari pencipta dan
pemegang hak cipta maka pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur bahwa

1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti
rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak
ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang
diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

2. Pemegang hak cipta juga berhak untuk memohon
kepada pengadilan niaga agar memerintahkan

penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang
diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan

%Mario Alexandra, Skripsi Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Yang Digunakan
Pada Ringtone WAV Ponsel, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999, h. 42
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ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang
haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan
pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman
dar/ atau perbanyakan ciptaan atau barang yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka pemegang hak cipta berhak untuk
mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan dapat
meminta penyitaan benda hasil pelanggaran Hak Cipta. Hakim Pengadilan Niaga
berdasarkan keyakinan selama pemeriksaan dapat memerintahkan pelanggar untuk
menghentikan kegiatan peniruan karya tato tanpa lisensi untuk mencegah kerugian
yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar yaitu pemegang hak cipta karya
tato.

Berdasarkan pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 gugatan yang dapat dilakukan
oleh pemegang hak cipta yang dirugikan ialah:

Ganti rugi
Penyitaan atas benda hasil pelanggaran karya cipta tato
Penyerahan penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta

Penghentian kegiatan, pembuatan, perbanyakan, pengedaran, dan
penjualan ciptaan hasil pelanggaran.

b

Namun harus diingat bahwa terhadap pengumuman dan perbanyakan tanpa
izin ada yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002.

Gugatan secara perdata yang dilakukan oleh pemegang hak cipta ini dapat
diajukan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum
dan wanprestasi sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan. Tentunya

penggugat harus mampu membuktikan bahwa telah terjadi kerugian akibat
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pelanggaran hak ciptanya. Kerugian yang diderita pemegang hak cipta karena
pelanggaran hak cipta dapat berupa 64

1. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Hilangnya reputasi pasaran.

3. pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak untuk
mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65
tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap
pelanggaran hak cipta. Yang dimaksudkan disini adalah walaupun pihak — pihak
yang dirugikan karena pelanggaran hak cipta sudah menggunakan hak gugatnya
tidak menjadi soal karena tidak mengurangi hak negara dalam melakukan tindak
pidana terhadapa pelanggaran hak cipta.

Undang — Undang hak cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini
merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Penindakan
dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak
cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya dengan menjadi delik aduan,
penindakannya semata — mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau
pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga adanya pengaduan dari
pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan

hukumnya menjadi kurang efektif.

%Rr. Primanda Giovani Sitanala, Op.Cit, h. 64.

®Mario Alexandra, Op.Cit, h. 44.
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Ketentuan pidana dalam UU no. 19 Tahun 2002 diatur dalam pasal 72
dalam pelanggaran hak cipta atas karya tato dapat dikenai pidana seperti yang diatur
dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 menetapkan:

(1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara masing — masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/
atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2).  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta
atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tindak pidana pada hak cipta merupakan delik biasa, dengan
dicantumkannya ketentuan pidana pada UU No. 19 Tahun 2002 yaitu Pasal 72 dan
Pasal 73 sehingga negara dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta
dan tentunya sikap proaktif dari penyidik diperlukan. Meski demikian dalam
praktek, kerjasama dengan pencipta tetap diperlukan mengingat pencipta atau
pemegang hak cipta sendirilah yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya
pelanggaran terhadap ciptaannya. Apabila terjadi tuntutan pidana, tetap harus ada
penjelasan atau keterangan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilakukan oleh penyidik
pejabat kepolisian Indonesia, juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugasnya dan tanggung
jawabnya meliputi pembinaan hak cipta. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun
2002 disebutkan bahwa PPNS yang melakukan penyidikan tindak dang hak cipta

merupakan penyidik yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam
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UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang PPNS dalam
melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002.
Penyidik PPNS ini harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya
kepada penyidik dari kepolisian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat
(3) UU No. 19 Tahun 2002.

Di dalam TRIPs selain tentang prosedur penegakan hukum HKI juga diatur
tentang penetapan sementara (Imjunctions) oleh Pengadilan Niaga yang
pengaturannya didasarkan pada UU no. 19 / 2002 pasal 67 - 70.%6 Adanya ketentuan
Penetapan Sementara sebagai kewenangan hakim Pengadilan Niaga inidimaksudkan
untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.%’

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 19 Tahun 2002 dijelaskan
pada pasal 65 yang menyatakan “ Selain penyelasaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 65, para pihak dapat menyelesaikan sengketa.”
Dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa diharapkan para pihak yang bersengketa
dalam kasus pelanggaran hasil karya tato dapat menemukan titik temu dengan cepat,
efektif dan efisein tanpa melalui jalur pengadilan. Dasar Pengaturan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan arbitrase yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa.

Peneyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat

dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan cara lain

®Eddy Damian,Op.Cit, h. 262.

' Ibid.
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yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
berlaku mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka harus mengacu dan tunduk terhadap hukum
acara dan seluruh syarat prosedural dalam UU No. 30 Tahun 1999. Dengan prosedur
ini diharapkan penyelesaian sengketa akan lebih mudah dan cepat apabila
dibandingkan dengan prosedur gugatan ke pengadilan niaga.

Penegakan hukum Hak Cipta yang mengacu pada perundang-undangan yang
terkait, perlu ditindaklanjuti dengan tindakan — tindakan yang bertujuan agar
masyarakat dan aparat hukum lebih memahami tentang eksistensi Hukum Hak
Cipta. Tindakan yang dimaksudkan misalnya dengan perluasan jaringan HKI
melalui kerjasama antar instansi serta memberikan pemahaman yang intensif tentang

Hak Cipta kepada masyarakat dan aparat hukum.®

8 Ibid., h.263 — 264.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kriteria perlindungan hak cipta karya tato adalah : Fixation

(perwujudan), Originality (keaslian), Creativity (kreativitas) yang
merupakan hal penting apakah tato termasuk dalam kriteria
perlindungan hak cipta, serta pasal 76 UU Nomor 19 Tahun 2002.
Tato merupakan perwujudan pencipta yang mencurahkan daya pikir,
waktu, tenaga, dan biaya yang diekspresikan lewat gambar yang
dibuat di kulit secara permanen.

Pelanggaran atas Hak Cipta atas karya tato adalah bentuk pelanggaran
baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral. Pelanggaran atas Hak
Ekonominya adalah apabila terjadi pengumuman dan perbanyakan
desain tato atau karya tato tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.
Upaya pemulihan terhadap pelanggaran hak cipta atas karya tato
seperti Penetapan Subyek Pemegang Hak atas folklore dan bahkan
secara luas fraditional knowledge, misalnya  secara nasional
indigenous communities diwakili Pemda setempat dan secara
internasional diwakili Pemerintah Negara RI,Studi tentang upaya
perlindungan kepentingan Hak Ekonomi dan Hak Moral terkait
dengan folklore  atau traditional knowledge dari indigenous

communities, Inventaris folklore, kekayaan budaya tradisional dan
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traditional knowledge dari indigenous communities oleh Pemerintah
RIPendaftaran Ciptaan oleh institusi yang kompeten untuk mewakili
indigenous communities sebagai upaya memperoleh bukti awal adanya
Hak, misalnya oleh Pemda setempat, Pengawasan interest dan benefit
ataupun remuneration atas setiap eksploitasi folklore atau traditional
knowledge agar disalurkan pada indigenous communities yang
berhak.,Penetapan aturan multilateral untuk menentukan norma
perlindungan dengan memperhitungkan hakekat secara kolektif dan

sosial dari Hak indigenous communities.
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2. Saran — saran

a. Dalam hal ini sosialisasi hukum terhadap hak cipta sangat diperlukan untuk

memberi pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Proses sosialisasi tidak
semata — mata ditujukan kepada kaum akademisi seperti dosen dan
mahasiswa tetapi juga diberikan kepada aparat penegak hukum, pengusaha
dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan hak cipta jangan hanya
terfokus pada karya seni dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti
pembajakan album rekaman dan film, tetapi merata pada semua karya seni

termasuk karya tato baik itu tato adat ataupun tato modern.

. Diharapkan dimasa mendatang para pelaku seni dan masyarakat dapat lebih

menghargai suatu hasil karya cipta. Undang — Undang mengenai
perlindungan Hak Cipta juga lebih ditegakkan, jangan sampai kasus — kasus
pelanggaran hak cipta terus terjadi. Kualitas moral dan keahlian aparat
penegak hukum harus lebih ditingkatkan, karena untuk menghadapi era
globalisasi diperlukan penegak hukum yang memadai, kualitatif dan

profesional.
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Lampiran : Contoh gambar tato tradisional
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Lampiran : Contoh gambar tato modern
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